PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR ©5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang

o

bahwa peran serta pihak swasta dalam penyelenggaraan

upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata,

terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat semakin
meningkat;

'b. bahwa peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan
sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta
tersebut, perlu diatur, diawasi, dan dibina untuk melindungi
masyarakat agar upaya pelayanan kesehatan tersebut
bermanfaat bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan

Kesehatan Swasta Di Bidang Medik.

Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang

—_—

Mengingat
| Pembentukan Daerah Otcnom Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3495);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4389);

~ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/
Xli/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah 'diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09
Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2006
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2006 Nomor 09).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menetapkan

r

dan
BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DI BIDANG MEDIK.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

1.

12.

Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Utara. _

Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk membantu
penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah kegiatan pelayanan medis
yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, atau yayasan yang meliputi
upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap inidvidu atau keluarga
dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter
umum atau dokter gigi.

Pelayanan medik spesialistik adalah pelayanan medik terhadap inidvidu atau
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter
gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.

Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar secara
rawat jalan.

Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi
wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga
berencana serta perawatan bayi baru lahir.

Penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan
medis, seperti laboratorium, apotik,toko obat, optik dan lain-lain.

Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan
Sarana Felayanan Penunjang Medik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.



BAB Il
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan

Pasal 2
(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan swasta bidang medik di wilayah Kabupaten Lampung Utara wajib
memiliki {zin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
a. izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Dasar;
b. izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Spesialistik;

Pasal 3

(1) 1zin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Dasar meliputi :
a. Praktik Bersama Dokter Umum,
b. Praktik Bersama Dokter Gigi; .

Balai Pengobatan;

a o

Rumah Bersalin;
Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

o

(2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Spesialistik meliputi :
a. Rumah Sakit Umum;
b. Prakiik Bersama dokter spesialis;
c. Praktik Bersama dokter gigi spesialis.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Dasar
. Paragraf 1
Praktik Bersama Dokter Umum dan Dokter Gigi
Pasal 4

(1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersama oleh dokter umum adalah
izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang
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menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat dengan atau tanpa
menggunakan penunjang medik secara bersama.

Penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama dilakukan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang dokter umum.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan dengan

persyaratan sebagai berikut :

a. dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;

b.  dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter umum;

c. masing-masing dokter mempunyai Surat Izin Praktik;

d mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,
ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;

e. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi dokter umum, serta
obat-obatan penyelamat hidup (life saving)

Dokter umum dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga

paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 6

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersama oleh dokter gigi adalah izin
yang waijib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan
pelayanan medik kepada masyéfakat dengan atau tanpa menggunakan
penunjang medik secara bersama.
Penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama dilakukan oleh sekurang-
kurangnYa 3 (tiga) orang dokter gigi.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan dengan

persyaratan sebagai berikut :

a. dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab;

b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi;

c. masing-masing dokter gigi mempunyai Surat Izin Praktik;

d mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan térdiri dari ruang periksa,
ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WGC;

e. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi dokter gigi.



(2) Dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga
paramedis perawat gigi dan atau tenaga administrasi.

Paragraf 2
Balai Pengobatan
Pasal 8

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Balai Pengobatan adalah izin yang waijib
dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan
medik kepada masyarakat secara rawat jalan dan atau rawat inap dalam rangka
observasi (rawat inap sementara/intermediate care) pada kasus-kasus kegawat
daruratan.

Pasal 9

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan dengan persyaratan
sebagai berikut : _,

a. dipimpin minimal oleh seorang paramedis perawatan dengan pendidikan
dipiloma 3 keperawatan yang memiliki pengalaman sedikitnya 5 tahun di
bidang medik dan memiliki Surat ljin Kerja (SIK);

b. dibawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang
mempunyai Surat 1zin Praktik Dokter sebagai penanggung jawab;

c. mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,
ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;

d. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai
kewenangan perawatan termasuk peralatan gawat darurat sederhana;

e. menyediakan obat-obatan dasar untuk keperluan pelayanan medik dasar
dan obat-obatan penyelamat hidup (life saving) untuk keperiuan pelayanan
gawat darurat.

(2) Balai Pengobatan dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh
tenaga param_edis perawatan dan atau tenaga administrasi.
(3) Dalam hal penyediaan obat-obatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pengelolaan obat dilakukan oleh tenaga farmasi yang menguasai bidang
obat-obatan;

b. Pengadaan obat berdasarkan surat pesanan dari dokter penanggungjawab
dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.



Paragraf 3
Rumah Bersalin
Pasal 10

1zin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Bersalin adalah izin yang wajib
dimiliki oleh orang ‘pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan
kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan
Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.

Pasal 11

izin sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan dengan persyaratan

sebagai berikut :

a. dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di
bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai
Surat (zin Praktik Bidan sebagai penanggung jawab;

b. mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,
ruang persalinan dan ruang rawat inap minimal 3 (tiga) tempat tidur, ruang
tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;

c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan tindakan kebidanan serta peralatan
gawat darurat neonatus dan ibu melahirkan sederhana,;

d. menyediakan obat-obatan untuk keperiuan pelayanan medik dasar dan
penyelamat hidup (life saving) untuk keperluan pelayanan gawat darurat;

e. memiliki akses untuk melakukan rujukan.

Paragraf 4
Klinik Rawat Inap
Pasal 12

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan klinik rawat inap adalah izin yang wajib
dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan rawat inap
dengan fasilitas rawat inap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1) lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan dengan persyaratan
sebagai berikut :
a. dipimpin minimal oleh seorang Dokter sebagai Direktur dan Penaggung
Jawab;
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b.. pelaksana minimal 3 (tiga) orang Dokter dan atau 2 (dua) orang Dokter Gigi
yang masing—masing mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin
Praktik (SIP) ditempat tersebut;

c. perawat rninimal 6 (enam) orang perawat yang mempunyai Surat Izin Perawat
(SIP) dan Surat 1zin Kerja (SIK);

d. Bidan minimal 2 (dua) orang yang mempunyai Surat Izin Bidan (SIB) dan
Surat {zin Praktik Bidan (SIPB);

e. Tenaga ruang Obat minimal | (satu orang Asisten Apoteker yang memiliki
Surat |zin Asisten Apoteker dan Surat izin kerja Asisten Apoteker;

f. Tenaga non medis minimal 3 (tiga) orang

g. Tenaga Analis kesehatan minimal 1 (satu) orang.

Tenaga Medik dalam melakukan tindakan medis sesuai standar kopetensi dan

kewenangan yang dimiliki.

Pasal 14

Izin penyelenggaraan sarana pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik
berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Izin penyelenggaraan sarana pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik tidak
dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga .
Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
di Bidang Medik Spesialistik.
Paragraf ‘1
Praktik Bersama Dokter Spesialis
Pasal 15

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersama dokter spesialis adalah izin
yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan
pelayanan medik spesialis kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan
penunjang medik secara bersama.

Penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama dilakukan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis.

Pasal 16

{zin sebégaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan dengan
persyaratan sebagai berikut :
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a. dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang mempunyai
Surat Penugasan sebagai penanggung jawab;

b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis yang
masing—masihg mempunyai Surat 1zin Praktek;

c. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,
ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/\WC;

d. mempunyai fasilitas peralétan dokter spesialistik sesuai dengan bidang
spesialisasinya.

Dokter spesiélis dalam melaksanakan pelayanan medik, dapat didampingi oleh

beberapa dokter umum, dibantu oleh tenaga paramedis perawatan/kebidanan dan

atau tenaga administrasi.

Paragraf 2
Praktek Bersama Dokter Gigi Spesialis
‘Pasal 17

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Bersama Dokter Gigi Spesialis
adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang
menyelenggarakan pelayanan medik spesialis kepada masyarakat dengan atau
tanpa menggunakan penunjang medik secara Bersama.

Penyelenggaraan pelayanan medik secara Bersama dilakukan oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang Dokter Gigi Spesialis. .

Pasal 18

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 17, dapat diberikan dengan

persyaratan sebagai berikut :

a. dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang mempunyai
Surat Penugasan sebagai penanggungjawab;

b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi spesialis
yang ‘masing-masing mempunyai Surat 1zin Praktek;

c. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,
ruang tunggu, dan ruang kamar mandi’WC;

d. rhempunyai fasilitas peralatan dokter spesialistik sesuai dengan bidang
spesialisasinya.

Dokter gigi spesialis dalam melaksanakan pelayanan medik, dapat didampingi

oleh beberapa dokter gigi, dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau

tenaga administrasi.
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Paragraf 3
Rumah Sakit Umum Swasta
Pasal 19

Izin pendirian pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Swasta
adalah izin yang wajib dimiliki oleh badan hukum yang menyelenggarakan
pelayanan medik kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar dan empat

spesialis dasar, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi serta pelayanan
rawat jalan dan rawat inap.

Empat spesialis dasar yang dimaksud pada ayat (1) adalah Spesialisasi dalam
bidang kebidanan, anak, penyakit dalam, dan bedah.

Pasal 20

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan dengan persyaratan

sebagai berikut :

a.

dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit

kerja lain) dan telah mempunyai Surat Penugasan sebagai

Penanggungjawab;

memiliki bangunan gedung yang terdiri dari :

1. béngunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat,

2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, raciiologi, Apotek
dan sebagainya;

3. bahgunan pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan
sebagainya;

4, bangunan rawat inap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;

5. bahgunan administrasi ruang tenaga medis dan paramedis;

6. bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan
sebagainya;

7. taman dan tempat parkir;

8. bangunan-bangunan lain yang diperiukan.

luas bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah perbandingan

minimal 50 m? untuk 1 (satu) tempat tidur;

luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1% kali luas bangunan

yang direncanakan,;

luas 1:anah‘ untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas tanah untuk

bangunan Iantai dasar;

mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan

dan tenaga non medis,

mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan.



(2) Tenaga kesehatan baik medis, paramedis dan non medis yang terlibat dalam
pelaksanaan pelayanan harus mempunyai Surat Izin Praktik dan atau Surat lzin
Kerja. ‘

Pasal 21

(1) lIzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik
Spesilistik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

(2) 1zin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik
Spesialistik tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Keempat
Sistem dan Prosedur Pemberian Izin
Pasal 22
(1) Permohonan izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang
Medik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 23

é Pemilik izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik berhak :
a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
e - b, mendapatkah pembinaan dari pemerintah Kabupaten cq. Dinas Kesehatan;

Pasal 24

Pemilik izin penyelenggaraan peléyanan kesehatan swasta di bidang medik waijib :

a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki;

b. melakukan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;

¢. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan
lingkudgan tempét melakukan kegiatannya.
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Pasal 25

Pemilik izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dilarang :

a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;

b. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang
tercantum dalam izin.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 26

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dimaksud dalam
Pasal 3 wajib‘ menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Bupati
melalui Dinas kKesehatan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi
Paragraf 1
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki 1zin
Pasal 27

(1) Setiap pemilik izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang beriaku diberikan peringatan
tertulis apabila :

a. tidak menyampaikan laporan kegiatannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau dengan éengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin
yang telah diperolehnya;

c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25,
dan Pasal 26. '

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

(3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditembuskan
kepada Bupati.

Pasal 28
(1) Izin Penyelenggaraan Pelayanaﬁ Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut

sementara apabila pemilik izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah
mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2).



(2) Selama izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang
bersangkutan dicabut sementara pemilik 1zin dilarang untuk melakukan kegiatan.

(3) Pencabutan sementara izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di
Bidang Medik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atas nama Bupati.

(4) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah
dicabut sementara dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang
bersahgkutén telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut
apabila :
a. ada permintaan sendirl dari pemegang izin untuk menutup keglatannya;
b. adanya pemalsuan data untuk memperoleh izin;
c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah dilakukan pencabutan sementara
izinnya;
adanya rekoméhdasi dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK),
adanya rekorhendasi dari organisasi profesi.

Pasal 30

(1) Apabila pényelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik
mengakibatkan keresahan masyarakat, Bupati dapat menutup tempat kegiatan dan
mencabut izin sementara tanpa memberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27.

(2) Jangka waktu penutupan dan pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin melakukan pérbaikan atau
dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Paragraf 2
Sanksi bagi Penyelenggara yang Tidak Memiliki Izin
Pasal 31

(1) Setiap kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.

(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang
waktu masing-masing 1 (satu) minggu.



(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan maka
penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik akan ditutup
secara paksa.

BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang medik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
2) .Pembihaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,;
b. supervisi' dan monitoring terhadap penyelenggaraan Sarana Pelayanan
Kesehata;n Swasta di Bidang medik;
c. pengiriman laporan oleh penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
di Bidang medik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Ba'gian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi
| Pasal 33

Dengan nama retribusi izin penyelenggaraan safana pelayanan kesehatan di bidang
medik, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian izin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Obyek retribusi izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan kesehatan swasta di Bidang
medik terdiri dari :
a. lzin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang medik Dasar
terdiri atas bentuk sarana pelayanan :
1. Praktek Bersama Dokter Umum;
2. Praktek Bersama Dokter Gigi;
3. Balai Pengobatan;
4. Rumah Bersalin.
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b. I1zin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik

Spesialistik terdiri atas bentuk sarana pelayanan :
1. Praktek Bersama Dokter Spesialis;

2. Praktek Bersama Dokte: Gigi Spesialis;

3. Rumah Sakit Umum.

Pasal 35

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.

Pasal 36

Waijib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan
pelayanan lzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang
Medik.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 37

Retribusi |zin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. .

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa izin Penyslenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
di Bidang Medik diukur berdasarkan bentuk sarana pelayanan kesehatan. '

Bagian Keempat
Prinsip dan komponen biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 39

(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan
memperhitungkan komponen biaya retribusi.

(2) Komponen retribusi meliputi :

a. biaya administrasi/pengadaan blanko;
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b. biaya penelitian dan perencanaan;

c.

biaya pengawasan, dan pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 40

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan bentuk Sarana Pelayanan Kesehatan.
(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a.

Izin Praktik Bersama Dokter Umum sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);

Izin Praktik Bersama Dokter Gigi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);

1zin Praktik Bersama Dokter Spesialis sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah); '

Izin Balai Pengobatan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);

Izin Rumah Bersalin sebesaf Rp.: 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);

Izin Klinik Rawat Inap Medik Dasar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

Izin Rumah Sakit Umum sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah)

Penggantian izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di
Bidang Medik yang hilang/rusak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 41

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2)
dan Pasal 40 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah pemungutan

Pasal 42

Pemungutan'retribusi dilakukan didaerah tempat pelayanan diberikan.

-y
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Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 43
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 44

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
SKRDKBT, STRD dan Keputusari Keberatan yang menyebabkan jumiah retribusi
yang harus dibayar, berambabh, yang tidak atau kurang dibayar oleh waijib retribusi
dapat ditagih melalui Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN).
Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas

pelanggarén ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah :

a. meneﬁha, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau bédan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi
Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi
Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,

~ tersangka, atau keluarganya; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah, menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum

melailui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya

tetap mémperhatikan dan menghormati etika profesi kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
swasta di bidang medik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap 1zin Penyelenggaraan
Sarana Peiayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah diterbitkan

T



tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan mengajukan izin
yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Daerah ini, diatur dalam Paraturan Bupati.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Utara. - ;
: i Ditetapkan di Kotabumi
| Pada tanggal 16 APRLL 2009
| - BUPATI LAMPUNG UTARA,
ZAINAL ABIDIN
X d Diundangkan di Kotabumi:

Pada tanggal b Apra 2009

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LEMPUNG UTARA,

PARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2009
NOMOR : ©O5
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
' NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

RETRI.BUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

l. UMUM

Pembangunan bidang kesehatan adalah sebagai salah satu upaya pembangunan
Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk
hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. _

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan iimu pengetahuan dan
teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan
hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan
yang merata dan "terjangkau serta dapat diterima masyarakat.

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan
swasta tersebui perlu mendapatkan pengarahan dan pembinaan oleh pemerintah.
Peran aktif pernerintah dititikberatkan pada pengaturan, pengawasan dan pembinaan
agar upaya pelayanan kesehatan swasta tersebut bermanfaat kepada masyarakat,
serta terciptanya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan, bahwa salah satu kewenangan wajib yang harus dilakukan
oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan di bidang kesehatan.

Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 adalah adanya pelimpahan kewenangan perizinan dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Kabupsten, termasuk kewenangan perizinan di bidang
kesehatan. Salah satu bentuknya adalah izin penyelenggaraan sarana pelayanan
kesehatan swasta di bidang medik.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik dalam wilayah
Lampung Utara periu diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara
dengan maksud memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta pelaksanaan
pelayanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat.



// " |1 PASAL DEMI PASAL

Pasal1 -

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
- : Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 |
Cukup jelas..
Pasal 6
Cukup jelas.
"} | Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal8 .

Rawat jalan adalah pengobatén, perawatan ataupun terapi lain yang sifatnya

sekali waktu ataupun berkesinambungan namun dilakukan beberapa kali, dalam

hal ini pasien datang untuk .menerima perawatan, pengobatan, ataupun terapi
lain kemudian pulang dan tidak dilakukan observasi (pengawasan) ketat. Balai

Pengobatan tidak diizinkan melakukan perawatan tinggal/inap kecuali pada

kasus-kasus yang mengancam keselamatan jiwa atau mengakibatkan

kecacatan pasien. Observasi pada kasus kegawatan dimaksud, dilakukan
dengan batasan bahwa :

1. apabila keadaan umum pasien stabil dan membaik, maka segera

‘ dipulangkan dan dapat dilakukan pemantauan perawatan di rumah pasien.

2. Apabila keadaan umum statis (tidak berubah) dan memeriukan perawatan
dan observasi lebih lanjut, rujuk ke fasilitas kesehatan dengan rawat inap
terdekat (termasuk Puskesmas rawat inap)

3. Apabila keadaan umum semakin memburuk, segera dirujuk ke fasilitas
kesehatan terdekat yang memiliki sarana kegawatdaruratan memadai atau
ke rumah sakit terdekat.

Observasi dilakukan selama tidak lebih dari 24 jam, kemudian dilakukan

pengambilan keputusan untuk dipulangkan atau dirujuk.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas



¢

huruf b
Cukup jelas
huruf ¢
~ Cukup jelas
hurufd .
Fasilitas peraiatan dapat bervariasi atau berbeda antara satu dengan
sarana yang lainnya baik dari segi jenis, merk atau tipe. Namun secara
 garis besar harus terdiri dari :
1) Peralatan diagnostik
k 2) Peralatan untuk melakukan tindakan, termasuk didalamnya harus
tersedia set bedah minor dan alat untuk mensterilkan.
3) Peralatan gawat c'arurat, setidaknya resusitator dan oksigen
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelaé.
Pasal 11
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf ¢
Fasilitas peralatan dapat bervariasi atau berbeda antara satu dengan
sarana yang lainnya baik dari segi jenis, merk atau tipe. Secara garis
besar harus terdiri dari :
Peralatan diagnostik untuk ibu hamil, bayi dan anak
Peralatan untuk melakukan tindakan/terapi sederhana
Peralatan untuk pelayanan Keluarga Berencana
huruf d
Fasilitas peralatan dapat bervariasi atau berbeda antara satu dengan
sarana yang lainnya baik dari segi jenis, merk atau tipe. Secara garis
besar harus terdiri dari :
Peralatan diagnostik untuk ibu hamil, bayi dan anak dan Peralatan
tindakan/terapi sederhana, termasuk partus set dan sterilisator.
Peralatan untuk kegawatdaruratan pada ibu bersalin dan neonatus.



- Peralatan untuk memeriksa hemoglobin dan berat jenis urin.
Peralatan kesehatan non medis untuk keperiuan rawat inap.
Peralatan untuk pelayanan Keluarga Berencana.
huruf e
Dalam rangka melakukan rujukan pada kasus kegawatdaruratan, setiap
sarana rumah bersalin harus memiliki akses untuk merujuk, berupa
kendaraan yang dapat digunakan untuk merujuk pasien ke sarana
 pelayanan kesehatan terdekat. Fasilitas ini tidak harus berstatus milik
rumah bersalin.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a }
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas. ‘ e
hurufc
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 .
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20 "
Cukup jélas.
Pasal 21 |
Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas. |
Pasal 23
Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 ,

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 .

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasa_! 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43



Cukup jelas

Pasal 44 :
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas | —

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2009
NOMOR: #2
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